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BAB Il
PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam
bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan asas strict liabililty dalam
Pasal 28 UU Ketenaganukliran bisa dikatakan bersifat ambivalen dengan
penjelasannya, karena pada akhirnya korban dibebani untuk menunjukan bukti
yang sah bahwa kerugiannya diakibatkan oleh kecelakaan nuklir. Dikeluarkannya
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian
Nuklir ,sebagai penjabaran lebih rinci dalam UU Ketenaganukliran ternyata,belum
juga mampu menunjukan adanya prosedur teknis ganti kerugian yang jelas. Hal
ini pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para korban.
Permasalahan dasar lainnya yang terjadi adalah, ketika strict liability dalam UU
Ketenaganukliran berpedoman penuh pada Pasal 88 UUPPLH, namun ternyata
pengaturan strict liability dalam UUPPLH belum komprehensif, karena di
UUPPLH sendiri ternyata belum menganut batas maksimal ganti kerugian
(ceiling), selain itu dalam UU Ketenaganukliran maupun UUPPLH juga tidak
memuat mengenai pembalikan beban pembuktian. Padahal, pembalikan beban
pembuktian sangat diperlukan, agar penggugat dalam kasus kecelakaan nuklir
tidak mengalami kesulitan saat meminta ganti kerugian. Hal yang menjadi
kelemahan adalah bahwa pembalikan beban pembuktian tidak mudah dilakukan
karena bertentangan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata.

Dengan demikian pengaturan strict liability dalam UU Ketenaganukliran tidak
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lengkap dan tidak konsisten dengan ketentuan strict liability dalam UUPPLH
sehingga pengaturan strict liability tersebut tidak memadai untuk melindungi

korban kecelakaan nuklir.

B.SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diberikan saran

sebagai berikut:

1. Pengaturan strict liability yang kurang lengkap ini pasti akan
menimbulkan masalah kedepannya. Maka dari itu diperlukan adanya revisi
pada Pasal 28 dan penjelasannya agar tidak menimbulkan kerancuan.
Selain itu, harus segera dibentuk suatu regulasi berupa Peraturan
Pemerintah yang berisi prosedur teknis pembayaran ganti kerugian yang
jelas. Diwajibkan pula agar di setiap daerah yang mempunyai instalasi
nuklir harus memiliki rencana kontijensi kedaruratan nuklir. Sehingga
dengan kesiapsiagaan yang dibuat dan dilaksanakan dapat dilakukan
penanggulangan yang efektif terhadap konsekuensi radiologi. Proses
perencanaan tersebut melibatkan sekelompok orang atau organisasi yang
bekerja sama termasuk pemerintah daerah secara berkelanjutan untuk
merumuskan dan mensepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan
tanggung jawab dan tindakan -tindakan yang harus diambil oleh masing-
masing pihak. Di dalam PP ini juga harus mengatur mengenai sanksi yang
dapat diterima pemerintah daerah maupun pihak instalasi nuklir jika ada

korban yang tidak mendapatkan upaya penyelamatan dan perlindungan,
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kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan, layanan medis dan
obat-obatan.Harus ada batas waktu terhadap setiap proses birokrasi yang
dilalui. Prosedurnya tidak perlu berbelit, sebaliknya harus dibuat
sederhana, cepat, mudah dan satu pintu. agar mampu memberi kemudahan
kepada korban untuk memperoleh ganti kerugian.

. Saran selanjutnya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung untuk kepastian,ketertiban, dan kelancaran dalam memeriksa,
mengadili dan memutus gugatan strict liability. Dengan adanya PERMA,
hakim wajib mengikuti isi PERMA sehingga diharapkan prosedur acara
gugatan strict liability menjadi seragam. PERMA strict liability akan
mengatur mengenai definisi tentang elemen-elemen penting dalam
gugatan strict liability, termasuk definisi mengenai ceiling, dipaparkan
pula mengenai ukuran ancaman serius itu seperti apa. Selanjutnya, yang
perlu dimasukan dalam PERMA ini adalah penjelasan tentang klasifikasi
korban. Kilasifikasi ini tergantung pada jenis kerugian dan tingkat
penderitaan yang dialami oleh korban. Persyaratan-persyaratan formal dari
surat gugatan juga harus dijelaskan dalam PERMA, misalnya ada
keharusan dari korban untuk melampiran identitas yang lengkap dan jelas.
Terakhir, dalam PERMA strict liability harus dicantumkan jumlah ganti
rugi serta mekanisme pendistribustian ganti rugi yang telah dijabarkan

secara rinci.
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